BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2015 BNPB. Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia. Penanggulangan Bencana.
Pemberlakuan. Penetapan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penerapannya
dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengusulkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
penetapan dan pemberlakuannya dilakukan oleh
Instansi Teknis yang mengembangkan;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 401 Tahun 2014 telah
ditetapkan Penetapan Standar Kompetensi Kerja
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Nasional Indonesia Kategori Administrasi
Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang
Penanggulangan Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang Penetapan dan
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor
24);

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi
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Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1439) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN
DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini
yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan;

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Penanggulangan
Bencana yang selanjutnya disebut SKKNI-PB adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan persyaratan
profesi di bidang bidang penanggulangan bencana.
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4. Materi Uji Kompetensi (MUK) adalah suatu paket yang memuat soal-
soal uji teori, rancang bangun, dan praktek sebagai bahan uji
kompetensi bagi tenaga kerja untuk bidang kompetensi tertentu.

5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya
diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun
kualifikasinya.

6. Pelatihan kerja adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetesi kerja, produktivitas,
disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

7. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan atas
jenis dan tingkat kompetensi yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang
dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara
nasional.

8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya LSP adalah lembaga
pelaksana pengembangan Standar Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi
dan pelaksana akreditasi unit-unit Tempat Uji Kompetensi pada suatu
bidang profesi dan memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi
atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar
kompetensi dan sertifikasi kompetensi maupun LSP terkait.

9. Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya LSP-PB adalah lembaga sertifikasi di bidang
penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat
dan rehabilitasi.

11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
BNPB adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Kepala BNPB ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja profesi, uji
kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang penanggulangan
bencana.
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